
IsALTNAN I

BUPATI I{ARANGANYAR
PROVINSI JAIVA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGAI{YAR
NOMOR 78 TAHUN 2OT7

TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA BALAI LATIHAN KERJA DINAS

PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . d..

BUPATI I(ARANGANYAR,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan
Pengawas pada Balai Latihan Kerja Dinas perlu adanya
uraian tugas jabatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian T\rgas Jabatan Pengawas pada
Balai Latihan Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Keda,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195O tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang

Mengingat : 1.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2076 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

b.

2.

3.

4.

5.



Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2OL6 Nomor 16,
Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 99 );
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2Ot7
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2OI7 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN

PENGAWAS PADA BALAI LATIHAN KERJA DINAS
PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Karanganyar.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Karanganyar yang menyelenggarakan penunjang urusan
pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, dan
koperasi serta usaha kecil dan menengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Perangkat
Daerah Kabupaten Karanganyar.

7. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang
selanjutnya disebut Balai Latihan Kerja adalah unsur
teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang
pelatihan ketenagakerjaan pada Dinas Perdagangan,
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutanya
disebut Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas
Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menegah Kabupaten Karanganyar.

6.

7.

8.



g. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

10. Jabatan Pengawas adalah bagian dari Jabatan
Administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat
Pelaksana.

11. Jabatan Pelaksana adalah bagian dari Jabatan
Administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan Pembangunan.

BAB II
URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS

Pasal 2
(1) Uraian tugas Kepala Balai Latihan Kerja adalah:

a. men5rusun program kegiatan balai latihan kerja
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis
bidang pelatihan tenaga kerja sesuai dengan
ketentuan Yang berlaku;

c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris,
Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas agar
diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. men5rusun bahan perumusan kebijakan teknis
bidang pelatihan tenaga kerja dan pelatihan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang
meliputi pengadministrasian umum,
pengadministrasian keuangan, pengadministrasian
pelatihan, dan kerumahtanggan (kebersihan,

keamanan dan pengelolaan asrama Balai Pelatihan
Kerja);

h. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan
ketenagakerjaan maupun non ketenagakerjaan
khususnya yang terkait fasilitas yang di miliki Balai
Latihan Kerja;

i. melaksanakan pengembangan kerjasama
kelembagaan dan pemangfaatan sarana dan
prasarana Balai Latihan Kerja;

j. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan
ketenagakerjaan;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan balai latihan kerja sesuai
dengan ketentuan Yang berlaku;



m.

1.

n.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secara lisan maupun tertulis sebagai
masukan guna.kelancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(21 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah :

a. menJrusun program kegiatan kesekretariatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menJrusun rumusan kebijakan teknis
kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

d. membagi tugas dan memberikan arahan kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan
Kepala Sub Bagian agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

f. melaksanakan pengoordinasian dan pen5rusunan
rencana dan program kerja;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,
organisasi, ketatalaksanaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi;

h. melaksanakan pemberian dukungan administrasi
ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi,
ketatalaksanaan keuangan, kerumahtanggaan,
kerja sama, hubungan masyarakat, keprotokolan,
arsip dan dokumentasi;

i. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

j. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan
barang milik/ kekayaan daerah dan pelayana.n
pengadaan barang/jasa;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan secara lisan maupun tertulis sebagai
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2Ot7

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Agustus 2Ol7
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGAI{YAR TAHUN 2OL7 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGAI{YAR
Kepala Hukum,

NIP. 197 11 1 903 1 009


